BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

' X

BUPATI BENGKAYANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2023, maka perlu untuk menyusun Standar
Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun

2023;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahavakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabiitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang



10.

2.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Unang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041):
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR

SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(91 SV ]

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom,;

. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah Pada  Pemerintah Daerah  Selaku  Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang;

.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya,;
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7.Standar Satuan Harga adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan
sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

BAB II
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Standar
Satuan Harga yang digunakan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bengkayang

BAB III

Pasal 3
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

(1) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2023 belum termasuk pajak-pajak dan biaya transportasi.

(2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Harga satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, alat berat, suku
cadang kendaraan bermotor dan buku-buku perpustakaan berpedoman pada
daftar (price list) dan/atau harga khusus Pemerintahan/Goverment Sales
Operational (GSO) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk
(ATPM)/dealer wilayah Kalimantan Barat.

Pasal 5

Harga untuk obat-obatan non generik mengacu pada Harga Eceran Tertinggi
yang dikeluarkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Pasal 6

Untuk standar satuan harga yang spesifik seperti harga satuan bahan
bangunan/jasa yang bersifat teknis, harga obat-obatan, harga pupuk, dapat
berpedoman pada standar satuan harga yang diterbitkan oleh Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi resmi dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal harga yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka
Perangkat Daerah dapat mengacu pada e-catalogue dan/atau melakukan
survey harga pasar berlaku di daerah setempat dengan membandingkan paling
sedikit tiga (3) harga pasar disertai pengkajian yang dilakukan secara
profesional dengan menganut prinsip-prinsip efisien, kompetitif, transparan,
dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
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Pasal 8

Penyusunan Standar Satuan Harga hasil survey pasar, sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6 disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati
Bengkayang, dengan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data
yang tercantum dalam surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.

BAB IV
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 P@emper 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 20 peembe 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TTD
PINUS SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR g3
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